
  

 

 
 

 
 

 
 

BUPATI  REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN  BUPATI REMBANG 

NOMOR   8   TAHUN 2020 

 
TENTANG 

PERUBAHAN  KEDUA  ATAS  PERATURAN  BUPATI  REMBANG  NOMOR 29 
TAHUN  2019  TENTANG KODIFIKASI, KLASIFIKASI  PERENCANAAN  DAN 

PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

b. 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, 
Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasi Cukai Hasil 

Tembakau, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
8/PMK.07/2020 Tentang Tentang Tata Cara 

Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 
Anggaran 2020, Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka 
Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid – 19), Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 86 Tahun 2019 tentang rincian pagu 
DBHCHT setiap Daerah, DPA PPKD Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah, Nomor 00397/DPA/2020 tentang Alokasi 
Belanja Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2020 dan usulan pergeseran Anggaran 
dari beberapa OPD, untuk kelancaran dan tertib 
administrasi dalam perencanaan dan penganggaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2020 karena adanya 

penambahan kegiatan baru,  perlu menetapkan 
kodifikasi, klasifikasi perencanaan dan penganggaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 
Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan 

dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

 

  

SALINAN 



  

 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah   Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
 

  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahum 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   6398 ); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

  9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 



  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  13. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 
 

  16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2017 Nomor 28); 
 

  17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2019 
tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan 

Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 29) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2019 
tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan 

Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 Berita Daerah 



  

Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 42 ); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 29 TAHUN 

2019 TENTANG KODIFIKASI, KLASIFIKASI 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 
  

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi 
Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi 

Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 42 ) diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Rembang. 
       

                                                             
Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal  24 Maret 2020 

 
                                                               BUPATI REMBANG, 

                
ttd 

                  
                                                              ABDUL HAFIDZ 

 

Diundangkan di  Rembang 
pada tanggal 24 Maret 2020   
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG, 

 
               ttd 
                             

         SUBAKTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 8 
 

 
 



  

 

 

 


